
BAB VI  

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

 Berdasarkan hasil analisis pada bab v dapat disimpulkan bahwa peran dinas pekerjaan 

umum dan penataan ruang (Bina Marga) Kabupaten Belu dalam mengawasi kualitas 

infrastruktur jalan di kota atambua belum terlaksana dengan baik, Adapun rincian kesimpulan 

sebagai berikut : 

A.1.  Rencana yang disusun dapat menggambarkan adanya sasaran yang jelas dan dapat diukur, 

terlihat kaitan antara rencana dengan program dan anggaran yang dilihat dari aspek 

pengawasan kualitas infrastruktur jalan di Kota Atambua.  

 Dari aspek ini menunjuka bahwa perbaikan kualitas jalan yang dilakukan oleh 

pemerintah dalam hal ini Dinas PUPR masih belum terealisasi semuanya dengan baik di setiap 

jaringan jalan yang ada di Kota Atambua. Beberapa faktor yang menjadi hambatan seperti 

pembebasan lahan milik masyarakat yang terkena dampat pelebaran jalan, dan kurangnya 

pendanaan yang baik. Adapun Perbaikan yang dilakukan namun masih sebatas menambal dan 

pemberial material asbuton untuk penaganan sementara. Keterlambatan proses pengadaan barang 

dan jasa sebagai akibat baru ditambahkannya beberapa paket pekerjaan pada anggaran perubahan 

tahun anggaran 2019 serta terbatasnya dana yang disediakan akibatnya  pekerjaan yang tertunda. 

Hal lain yang menghambat jalannya pekerjaan jalan yakni keadaan cuaca yang tidak menentu, 

Selain itu juga kurangnya pendanaan yang disediakan.  Target yang telah direncanakan dalam 

merehabilitas jalan sepanjang 5000 meter, Namun belum terealisasikan semua.  

 



A.2. Berkurangnya penyalahgunaan wewenang yaitu berkurangnya tuntutan  masyarakat 

terhadap pemerintah terlihat dari Aspek Pengawasan Infrastruktur Jalan di Kota Atambua. 

 Dari aspek ini menunjukan bahwa kewenagan yang dijalankan dengan baik. Setiap tugas 

yang diberikan dijalankan dan diawasi secara bersama baik pemerintah maupun masyarakat. 

Laporan berkaitan dengan semua kasus atau persoalan  tuntutan masyarakat ditanggapi dengan 

baik mulai dari pimpinan/kadis sampai dengan staf atau pelaksana. Kurangnya kualitas sumber 

daya manusia yang harus ditambah jumlahnya, Keterbukaan informasi juga menjadi tolak ukur 

dan dievaluasi dan diidentifikiasi sedemikian rupa sehingga menemukan kebijakan yang tepat 

dalam penanganannya.  

 

A.3. Kualitas dan kuantitas kasus-kasus penyimpangan, penyelewengan, kebocoran, pemborosan 

dapat dikurangi sebagaimana laporan pengawasan fungsional dan laporan pengawasan 

lainnya yang terlihat dari Aspek Pengawasan Infrastruktur Jalan di Kota Atambua. 

 Dari aspek ini menunjukan bahwa kualitas dan kuantitas kasus yang terjadi terbilang 

cukup komples. Kurangnya koordinasi antara berbagai elemen menjadi pemicu terjadinya 

masalah. Terlepas dari hal tersebut pengawasan yang kurang baik juga menimbulkan pekerjaan 

yang dihasilkan tidak sesuai dengan kualitas yang diharapakan. Setiap jalan hendaknya memiliki 

system Drainase yang baik sehingga system pengairannya dapat berjalan sesuai drainase yang 

telah dibuat tampa mengaliri jalan sehingga merusak jalan yang telah dibuat.  Drainase yang baik 

dapat menamba kualitas jalan agar tidak mudah rusak sebelum masanya.  Setiap kasus 

pengawasan dilaporkan secara fungsional dan dilakukan peninjauan terlebih dahulu. Sehingga 

dalam mengambil keputusan sesuai dan tepat pada sasaran. Namun sebagian masyarakat lebih 

menyerahkan pada pihak yang berwenang. Laporan pengawasan fungsional baik petugas 



lapangan maupun yang dilakukan masyarakat itu sendiri diharapkan dapat memberikan 

sumbangan positif bagi pembangunan infrastruktur yang berkualitas. 

 

A.4. Berkurangnya tingkat kesalahan dalam pelaksanaan tugas yang dilihat dari Aspek 

Pengawasan Infrastruktur Jalan di Kota Atambua. 

 Dari aspek ini menunjukan bahwa berkurangnya tingkat kesalahan baik kebocoran, 

pemborosan serta pungutan liar terbilang cukup baik. Koordinasi antar berbagai pihak turut 

mendukung serta mengurangi tingkat kesalahan. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia 

melalui pelatihan-pelatihan memberikan efek positif agar terhindar dari prilaku penyimpangan. 

Terlepas dari hal tersebut faktor alam juga menjadi salah satu pertimbangan yang juga harus 

diperhatikan agar terhindar dari kesalah-kesalah yang akan terjadi.  

B. SARAN 

 Untuk meningkatkan capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

kabupaten Belu maka perlu mengambil langkah - langkah kedepan sebagai berikut :  

B.1. Meningkatkan kinerja pada setiap bidang yang menjadi kewenangan Dinas Pekerjaan 

Umum Kabupaten Belu, dengan penajaman skala prioritas sasaran dan kegiatan yang akan 

dilaksanakan tahun berikutnya;  

B.2. Mengatasi permasalahan yang sulit dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Belu 

dengan pelaksanaan koordinasi dengan berbagai stakeholder; 

B.3.  Kegagalan capaian kinerja banyak dipengaruhi oleh kondisi uncontables, seperti 

penganggaran pada perubahan dengan waktu yang singkat, untuk itu kedepannya kegiatan-

kegiatan yang memerlukan waktu panjang dianggarkan lebih cepat.  
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